BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

a.

BUPATI TABANAN,

bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga ahli yang
disediakan untuk setiap fraksi di DPRD dan
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu
tertentu yang mendukung tugas Fraksi diberikan
kompensasi dengan memperhatikan  standar
keahlian, prinsip efisien dan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah



Menetapkan

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Nomor 46

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2017 Nomor 46) yang telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2019 Nomor 4);

b. Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2019 Nomor 83); dan

c. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang



Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2021 Nomor 11);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebesar
Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATRTABANAN,
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Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

R

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 49



